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GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 252 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 sampai dengan Pasal
68 Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, telah
diatur mengenai tugas dan kewajiban pengawasan Dewan
Pengawas untuk Badan Layanan Umum Daerah;

b. bahwa dalam rangka penyeragaman dan tertib administrasi
laporan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu diatur lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan
laporan pengawasan Dewan Pengawas Badan Layanan
Umum Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pedoman Penyusunan Laporan
Pengawasan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum
Daerah;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia;
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5. Undang-Unelang NomoI' 23 Tahun 2014 tentang Pcmerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali eliubah tcrflkhir
elcngan Unc1r-\I1g-Unelfln~NomoI' 9 T"1hun 20 1~;

6. Unelang-Unc1flng Nomor::30 TAhl.l1l 2014 tf'ntflng Ac1ministrnsi
Pcmerin taho n;

7. Peraturan Pemerintah NomoI' 23 Tahun 2005 ten tang
Pengelolaan Kcuangan Baelan Layanan Umulll sebagaimana
telah c1iubah (kng2\11 Perat"uran Pemerintah NomoI' 74 Tnh11n
2012;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pccloman Teknis Pcngelolaan J<e\.langfln Baclr-ltl
Laynnan Umum Doeral1;

9. Pcraturan Menteri Keunngan Nomor 09/PMJ<.OCi/2007 tcntFing
Dewan Penr;awas llAdan Lnvonnn Umum;, .

10. Pemturan Dacmh NomoI' 12 Tahun 2014 ten tang Orgflni~'nsi

PcrunglC8t Dacruh;

11. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 ten tang Pola
Pengelnlaan KeuangRn Sadan I.Byanan Umum DaerAh:

MEMUTURKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
LAPORAN PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH.

Bi\B 1

!\]!;TF:NTUAN UMlJM

PasRl 1

Df.1JAm PemturRn Gubcrnur ini. yang dimaksucl c!cngan :

1. Daerah ",c1Alah Prnvinsi Dnemh Khu'1uS rbukota Jakarta.

2. Pemerintah Daerah aelalah Gubernur cl8n Perangkflt D8cmh
seb8g8i unsur pcnyclenggara Pemerintnh"111 D"1(·.,-ah.

3. Gubern1.1r [inaJAh Kep"ln Dr<er8h Provinsi Darr"h f(hU~l.h

IlJukotn ,J [I kmtn .

4. Badan LaY8n8n Umum Daerah yang sc!flnjutnv8 c1isingkat
BLUD adaIclh 3;-ltuan Pcrangkat DacrAh ainu Unit Kerjn
pada Sn tU8n KCI:j8 Pera ngknt Dacra h PrllwriJ1l nh Pnwin si
D8emh Khusus !bukota ,lakartH v8ng mempunv8i t'l1gr-1S

cl8n fungsi membcrikan pclayan8n kcpflela 1ll8svar::lknt
penyediaan barang clan/8tau jasa yang dijual tanp8
mengutamakan mencari keuntungan elan dalam melakukan
kegial'f,nnya c1ic!l1silrkHn pflr]n prinsip cri:-;pnRi, efrktivit"lf, r!:'ln
pl"(1d 1.11.;r. iv! til ~~.
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5. Dewan Pengawas BLUD yclng selanjutnya c1isebut Dewan
Pengawas aclalah organ yang bertugas melRkuknn
pengawasan tcrhadap pengclolaan BLUD.

6. Pejabat Pengelola BLUD adaJah Pimpinan BLUD yang bertanggl.1ng
jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas
Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis, yang
sebutannya c1apat c1isesuaikan c1engan nomenklatur vang
berJaku pacla BLUD Yi1ng bersRngkutan.

7. Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya c1isebut
Renst.m BLUD adalah dokumen perencanClan BLUD \1ntuk
pel'iode:) (Hmo) t.8hun.,

8. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya
disebut RBA-BLUD adalah dokumen perencanaan bisnis
clan penganggaran tahunan yRng be-risi program, kcgiatnn,
target kincI:jfl di1n I'Inr,gRran ALUD.

9. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola
pengelolaan keuangan yang memberikan Deksibilitas berupa
keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat
untuk meningkatkan pelayanan kepacla masyarakat dalam
rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdClskRn
kchiclupan bangsa.

10. Satuan I<erja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukoto .lul<8rto.

11. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
UKPD ad,?-lah unit kerja atau subordinat yang meJaksanakan
SF.ttu atHu bebernpu progrnm.

12. SKPD yang Menerapkan PPK-BLUD selanjutnya clisebut
BLUD-SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Daerah Provim,i Daerah Khusus
Ibukota Jakart.a.

13. UKPD yang Menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disebut
BLUD-UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Doerah l\h\ls\1s
Ibukota .Jakartfl.

13/\13 if

Pl':NYUS\J N!\ N LA. POR!\N Pf':NC1/\\Ai !\S/\N

Pcl'> . .} :2

(1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pcngawasan terhadap
pengelolaan BLUD-SKPD/BLUD-UKPD yang clilakukan oleh
Pejabat Pengelola BLUD mengenai pelaksanaan Renstra
BLUD, RBA-BLUD clan perat.uran perundang-undang<.ln.
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(2) Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan t1.1gasnya
sebagaimana dimaks1.1d pada ayat (1), Dewan Pengawas
berkewajiban memberikan pendapat dan saran pertimbangan
mengenai setiap masa!ah yang c1ianggap penting bagi
penge101aan BLUD-SKPD/BLUD-UKPD dengan menyampaikan
laporan pengaw8~an kepaclEl G1.1bern1.1r.

(3) Laporan pengawasan sebagaimana dimaks1.1d pada ayat (2)
disampaikan seeal-a berka1a paling ~eclikit 1 (~at1.1) kali c1alam
sntu ~cml"ster Ht'm.l se\\'flktu-wAktu npnbiln rliperluknn.

(4) Laporan pengawasan sebagaimana dimak~ucl pacl8 aY8t (3)
c1isamp8ikan kcpDc1n Gubcrn1.1r, sebag8i berikut :

a. Laporan pengawasan semester pertama paling 1ambat 30
(tiga pu11.1h) hari setelah periode semestl"r pertamA. bl"n'lkhir;
dan

b. Laporan pengawasan semester ked1.1a (tah1.1nan) paling
1F.\l11 bat 40 (emp8t p1.11uh) hari ~etelah t'Clhun Elngg:wan
bcrakhir.

Pnsnl 3

(1) Laporan pengawasan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud
da1am Pasa1 2 sekurang-kurangnya memuRt penclapat drill
saran tcrkait :

a. 1.1s1.11an Rcn~tr8-BLUD, RBA-RLUD clan pelaksHnaDnnva;

b. kinerja peJaY8nan, ke1.1angan cl8n lainny8:

c. kctaatan terhadap ketentuRn perat'uran
1.1ndangan; dan

d. perma~alf\han-per!l1RSEl1nhfl n pengclolafln
so!usin)'".

(2) Laporan pengawasan Dewan Pengawas sebagaiman8
dimaksud pada ayat (1) ditFllldatangani okh Ketua elFIn
8nggota Dewan Pcngmvas.

(3) Format laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
nynt (2) disl1s1.1n sesuni c1rngFln I.Rmpirnn Pernt'urnn Gubrrmll
ini.

p,,~, \1 ·1

Selain 1aporan pengawasan sebagaimana dimaksud da1am Pasa] 2,
Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat menyampaikan laporan
lainnya apabila terjadi hal-hal yang secara substansia1
bcrpengaruh tcrhndaj1 pcngclolnon SLUD, Antan1 hin tcl"1,nit
cll'ngtln :

a. gejala pcnurunlln kinerj8 BLUD:

b. pemberhcntifln Pcjnh:u Pcngf'ln1n BLUD :O-CbCl1l1Tl 1)cnlkhinw:l
masa jabatan;

c. pergantian lcbih dari 1 (sat1.1) anggota DeWf1n Pengaw8s; clan

c:L hrr,11\11irnyCl 1110'ld jnbi1t:nn Dcwf'1l PrnCT\\,'.'flf,.
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BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 72184



Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Dacrah l<'husus
l1~ukota ,.J£lJml·t~\

Nomor
Tanggnl

252 TAHUN 2015
11 Desembe~ 2015

FORMAT LAPORAN DEWAN PENGAWAS BADAN I-AYANAN UMUM DAERAH

I\ATA PENGANTAR

RINOKASAN EKSEKUTIF

J. Pl<;NDAHULUAN

1. Latar Belakang

Serisikan uraian mengenai latar belakang pembentukan Bi'ldan Lm'Rnan
Umum Daerah (SLUD), .tujuan BLUD, organisasi SLUD, kedudukan BLUD,
Dewan Pengawas, peraturan pen.ll1dang-unclangan yang mendasal'i pembentuk8n
Dewan Pengawas dan kewajiban menyampaikan laporan, susunan Dewi'ln
Pengawas dan perubahan keanggotaRn.

2. Maksud dan Tujuan Pengawasan

8erisikan uraian mengenAi maksud dAn tujuan penp:aw8Sl'1l1 terhaciAp
BLUD.

3. Ruang Lingkup Pengawasan

Laporan Dewan Pengawas, sekurang-kurangnya memuat:

a. Penilaian terhadap Renstra, RSA dan pelaksanaannya;

b. Penilaian terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan lainnya;

c. Penilaian ketaatan terhaclap peraturan perundang-undangan;

d. Permasalahflll-permasalnhnn pengelolar-In BLun clan solusinya; drlll

c. Saran c1un rckomenclasi.

n. !';ONDJSI J3LUD

1. Pelayanan

Berisikan uraian mengenai kualitas pelayanan yang telah diiRksanRkan
oleh BLUD sclamr.t pcriode renfl;l1WARnn.

2. Keuangan

BeriRikcll1 uraian mengcncli kondisi kf'UAnp:an BLUD dRJam nwnja]Rnk8n
(lpcn1"inn~11nyn ::;elm11R ]wrioc!c pcn~f\\vr~nn.

3. Organisasi clan Sumber DRya MRnusia

Berisikan uraian mengenai struktur organisasi dan sumber clava manusia
yang menclukung organisRsi clalRm melFl1<sFlnakf111 opccrFlsionalny", misnlnva
jt1lT1!uh pq,n\\'ni clnn kOl11jW\Clhi ::Iln"; <!imilil-i.

4. Sarana clan Prasflrana

Bccrisikan 1.lraian tentang saram\ dan pras8rana yang dimiJiki olch BLUD
(\1' lnm 1TInljnInn 1~'\l1 (1prnl'~ii)\lf-l!11 V" .
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lll. PELAKSANAAN PENGAWASJ\N

1. Kegiatan PengaWilf>an

Berisikan uraian mengenai pelaksanaan l-apat-rapat/ pertemuan-pertemuan
dan kesepakatan penting yang telah dilakukan oleh Dewan Pengawas, baik
antar anggota Dewan Pengawas maupun an tara Dewil11 Pengawas dengan
Pejabat Pengelola BLUD.- .

2. Materi dan Hasil Pcngawasan

2.]. Rencnna Stratcgif> Rif>nif> BLUD (RCnf>ITa)

a. Penilaian terhadap Renstra

Berisikan kajian dan saran terhadap Renstra (kajiall atas Rcnstra
dilakukall pada saat Renstra dibuat atau direvisi). Kajian Renstra
dimaksud meliputi alltara lain kesesuaiall Renstra dengan Renstra
Kemellteriall Negara/ Lembaga, kelayakall program dalam Renstra
dan keterkaitannya dalarn pcncapaian visi clan rnisi BtUD.

b. Implemelltasi Renstra

Berisikan uraian ringkas mengenai pelaksanaan Renstra dengan
membandingkan Renstra dengan realisasi sampai saat pelaporan.

c. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Renstra

Berisikan uraian mengenai kenelala-kendala yang dihadapi oleh
Pejabat Pengelola BLUD elalam pelaksanaan Renstra.

d. Pelldapat Dewan Pengawas elan tindak lanjut yang perlu diambil
oleh Pejabat Pengelola BLUD

Berisikan uraian mengenai pendapat Dewan Pengawas berkaitan
dellgan hasil pelaksanaan Renstra serta saran dan rekomendasi
untuk Pejabat Pengelola BLUD dalam menghadapi dan mengatasi
kendalE\-kenciala )'E\ng c1ihadnpi seJamR pelnksnnmm RenslTil.

?2. Rcncano Bisllis c1lJll I\nggarnll RI-UD [RRA)

a. Penilaian terhadap RBA

Berisikan kajian dan saran terhadap RBA. Kajian RBA dimaksud
meliputi an tara lain kesesuaian RBA dengan Renstra.

b. Implementasi RBA

Berisikan uratan ringkas mengenai pelaksanaan RBA yaitu
membandingkan RBA c1engan realisasi dan kaitannV8 c1ellgim
Daftar Isian PeJaksanaan Anggaran [DlPA) BLUD.

c. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan RBA

Berisikan uraian mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh
Pejabat Pengelola BLUD dalam pelaksanaall RBA.

d. Pendapat Dewan PcngmvCls dim tindak Ifmjul' yang perlu c1iambil
oleh PcjabRt Pcngelola StUD

Berisikan uraiall mellgenai pendapat Dewan Pellgawas berkaitan
dellgan hasil pelaksanaan RBA serta saran dan rekomendasi unt.uk
Pejabat Pengelola BLUD daIam menghadapi dan mengatasi kendala
kendAJA yrmg d,ihnrlflpi sf'lama pclak<;i'll1Ran RBA.
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3. Evaluasi Kinerja

Berisikan ringkasan target kinerja yang ada pada RBA (pelayanan dan
keuangan) dan pencapaiannya serta analisis pencapaian kinerja (penyebab
keberhasilan dan penyebab tidak tercapainya target) berikut kaitannya
dengan pencapaian target Renstra dan implementasi Standar Pelayanan
Minimal (SPM).

4. Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan

Berisikan uraian pelaksanaan pengelolaan keuangan dan teknis layanan
yang belum mengikuti ketentuan yang berlaku berikut penyebabnya.

5. Tindak Lanjut atas Hasil Pengawasan Sebelumnya

Menguraikan mengenai tindak lanjut yang telah dan/ atau seharusnya
dilakukan oleh Pejabat Pengelola BLUD atas nasihat, masukan, saran,
atau tanggapan yang disampaikan Dewan Pengawas pada periode sebelumnya.
Diinformasikan pula mengenai tindak lanjut atas pendapat dan saran yang
telah disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berisikan kesimpulan dari hasil pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas
serta saran dan rekomendasi kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri
Keuangan atas hasil pengawasan terhadap kinerja Pejabat Pengelola BLUD
secara keseluruhan.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA


